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Pemilihan Kepala Desa di Desa Lumbudolo

Oleh. Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak,
Roslina, Zaenab, Pos Informasi Kampung

Pengantar

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah membuka peluang bagi setiap desa untuk
melaksanakan pemerintahan secara otonom. Undang-undang tersebut secara tegas
menumbangkan sentralisasi yang telah diterapkan Orde Baru. Sentralisasi tidak hanya
menempatkan kekuatan militer sebagai alat agar daerah tetap patuh, tetapi juga
menerapkan penyeragaman sosial politik secara sistematis sehingga dinamika dan
keunikan daerah yang sangat beragam tidak lagi menjadi ancamanan. Pembangunan:
ekonomi demi pusat menjadi panglima dan untuk itu ekonomi adalah keutamaan.
Masyarakat dengan demikian tidak boleh bermimpi tentang demokrasi politik karena
itu berarti menghancurkan sentralisme kekuasaan dan kekuatan politik.

Namun terkadang pemerintah keliru dalam menerapkan Undang-undang
No. 22 Tahun 1999, baik pada tingkat Kabupaten maupun Desa. Salah satu contoh
konkrit di tingkat desa adalah seperti upaya pembentukan Perdes sebagaimana terjadi
di Desa Lumbudolo. Perdes tersebut bukannya menjawab masalah desa sehari-hari
sebagaimana menjadi harapan masyarakat, namun sebaliknya justru membuat
persoalan semakin menumpuk. Perdes ini dipakai oleh beberapa elit desa untuk
menghantam lawan politik mereka. Konflik makin bergelora setelah Calon Kepala
Desa Dusun Il (lawan politik panitia pemilih) digugurkan tanpa alasan yang jelas oleh
panitia pemilihan. Ironisnya, panitia pesta demokrasi lokal ini dalam setiap kebijakannya
banyak didominasi oleh penguasa lokal (Ketua BPD) yang kemudian menijejali kebijakan

pemilihan kepala desa dengan kepentingannya sendiri.

Tulisan ini mengambil kasus yang terjadi di Desa Lumbudolo untuk mencari
alternatif penyelesaian tidak hanya dalam konteks kasus ini tetapi pengalaman yang
muﬁgkin mirip di tempat lain. Bagaimanapun kehadiran Undang-unda.ng No. 22 Tahun
1999 yang membawa angin demokratisasi di daerah beh{m tentu bisa dipahami dan
dilaksanakan sepenuhnya di semua kampung. Sebab.selaln pemahaman ?pamt yang
masih kurang, juga disebabkan oleh pola pikir pemerln.tah Ic?k.al yang masih mewarisi
nila-pilai rejim feodal di masa lampau. Di dalam tulisan ini rekomendasi pe.nulns
ditempatkan bukan hanya pada pengaturanyang bisa mengubah hubungan pemerintah
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. : ubah mengubah wajah pemerintah,,

masyarakatnya, melainkan juga meng : . i
des?lii?fznemolz'asi. Salah satunya adalah dengan mce:llbatkan bsrbagzl‘els;n_n 4,,,%"
:ng:syarakat sehingga apapun produk lokal (Perdes) bisa menga omodir kepentinga,

masyarakat itu sendiri.

A. Gambaran Umum Desa Lumbudolo

Desa Lumbudolo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Banaw;
Kabupaten Donggala yang letaknya |4 km ke arah selatan Ibukota K.abu.paten atay
Kecamatan. Dari segi geografis Desa Lumbudolo berada pada ketinggian kurang
lebih 50-120 m di atas permukaan laut. Hampir sebagian wilayahnya adalah daerah
pegunungan dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kola-kola;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Loli Tasiburi;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Salubomba;
d

. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Powelua.

Jumlah penduduknya sebanyak 2300 jiwa/590 KK. dengan komposisi mata
pencarian pegawai negeri/swasta 25 orang, pedagang 38 orang dan sisanya adalah
petani ladang. Penduduk tersebar pada tiga dusun, yaitu Dusun | 220 KK., Dusun ||
200 KK. dan Dusun Il 175 KK. Satu di antara dusun tersebut yakni
Dusun lll/Lampo letaknya cukup terpisah dari dusun lainnya kira-kira berjarak 2 km.
ke arah Selatan dari Lumbudolo merupakan sentrai pemerintahan. Penduduk Desa
Lumbudolo secara keseluruhan adalah Etnis Kaili dengan menggunakan Bahasa Unde.
Sarana-sarana umum yang terdapat di Desa Lumbudolo adalah:

I.  Sarana Pendidikan:

- SDN 2 buah
- Madrasah Al-Khairaat 2 buah
- SMP Negeri | buah
2. Sarana Ibadah:
- Masjid 2 buah
- Mushalah | buah
3. Sarana Kesehatan:
- Puskesmas Pembantu | buah
4. Sarana Olah Raga:
- Lapangan Sepak Bola 2 buah
- Lapangan Bola Voli 2 buah
- Lapangan Takraw 2 buah!

' Sumber Tasnuddin, salah seorang anggota BPD yang tinggal dj |
ampo
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B. Peraturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Setelah keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, seluruh desa-desa yang ada
di Indonesia setidaknya telah mempunyai pijakan hukum untuk mengatur
pemcrintahnnnya secara otonom dan lebih demokratis. Perkembangan ini direspon
berbagai daerah melalui berbagai upaya. Ada pemekaran Desa, Kecamatan, Kabupaten
dan Propinsi. Demikian halnya dengan proses Pemilihan Kepala Desa setidaknya jauh
lebih demokratis dari jaman Soeharto. Bakal Calon Kepala Desa harus berangkat
dari aspirasi masyarakat. Singkatnya, angin demokrasi dan kehadiran lembaga baru
di desa merupakan peluang bagi Pemerintah Desa untuk mampu membuat kebijakan
yang terlepas dari intervensi Pemerintah Daerah.

Ketentuan Tentang Desa dan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 95 —
105 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diterjemahkan lagi dalam
Peraturan Daerah No. |17 Tahun 2000 khususnya pada pasal 12 ayat (2) dan pasal
|3. Dikatakan oleh kedua aturan ini, bahwa setiap organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi dan kelompok masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan
dapat mengajukan calon kepada panitia pemilihan secara tertulis dan ditandatangani
oleh pengurus organisasi yang bersangkutan atau sekurang — kurangnya 25 (dua puluh
lima) pemilih terdaftar. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang tata cara pemilihan
Kades mulai dari pembentukan Panitia Pilkades sampai pada pelantikan kepala desa
definitif (pasal 2 sampai pasal 28). Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004
ketentuan proses pemilihan kepala desa diserahkan kepada masing-masing daerah
untuk diatur dalam Perda. j

C. Proses Pencalonan

Perubahan politik dalam skala nasional juga memberi warna bagi apa yang terjadi di
Desa Lumbudolo meskipun masih sebatas munculnya lembaga-lembaga baru seperti
Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang
menggantikan posisi LMD dan LKMD. Lembaga-lembaga ini berperan sangat penting
dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Lumbudolo.

Tanggal 25 Desember 2003 diadakan rapat di Kantor Desa Lumbudolo yang
dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa bersama seluruh anggota BPD. Inti pertemuan
tersebut adalah membicarakan Pemilihan Kepala Desa Lumbudolo periode 2004 -
2009. Sebagai output pertemuan dibentuklah Panitia Sebelas sebagai panitia pemilihan.
Panitia ini terdiri dari unsur pemerintah dan BPD?. Seminggu kemudian, panitia
tersebut membentuk Panitia Lima di tiap-tiap dusun dan masing-masingnya diketuai
oleh Kepala Dusun bersangkutan.’ Selain membentuk Panitia Lima, Panitia Sebelas
juga merumuskan persyaratan Balon (Bakal Calon) dan mekanisme penjaringan.

2 panitia ini diketuai oleh Ismail Kulintina (Anggota BPD).
3 Dusun | diketuai oleh Lasani, Dusun Il oleh Jamil dan Dusun li oleh Hayun.

Otonomi Desa: Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pembaharuan Agraria 43



l: nan la n n za ROS | Zae Pos ormasi Vﬂ'll)l”l;"
1“‘“."'"3‘“ al s Snudd‘ ) Rah’ at, Ri\ L& '(, [ 08§ ||h( i l:l nﬂb, l”f J ~ F
€ '

uhi oleh Bakal Calon Kepala Das,

. -asl yang harus dipen
Persyaratan administrasi yang 8 Pasal 2 huruf a — k pa,

mengacu pada Peraturan Daerah No. |7 Tak.»u.
intinya menyatakan, bahwa Balon harus memiliki:

| . Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian;
ljazah Terakhir (berpendidikan minimal SMP atau yang sederajad);

24
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa’.

Selanjutnya Panitia Lima, mulai mencari figur-figur yang akan tampil pad‘a bursa
Pilkades di Lumbudolo dengan mendatangi rumah-rumah orang-orang yang dianggap
bisa memimpin Desa Lumbudolo 5 tahun ke depan. Proses ini dilakukan di Dusun |
dan Il. Tetapi di Dusun lll/Lampo prosesnya berbeda. Mereka melaksanakan
musyawarah dusun yang dihadiri oleh sekitar 65 orang, terdiri dari ibu-ibu PKK,
lembaga adat, lembaga masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Pada akhirnya
Dusun lll menghadirkan dua figur calon yaitu Suyono dan Lamli. Tetapi figur yang
disebutkan terakhir hanya berijazah SD sehingga mengundurkan diri. Dengan
demikian, calon dari Dusun Lampo hanya seorang. Tokoh masyarakat pun segera
mendatangi kediaman calon tersebut untuk bersedia dan siap menjadi Balon dari
Dusun Il15. Permintaan yang bersifat desakan tersebut diterima Suyono dan selanjutnya
memasukan persyaratan administrasi yang telah diatur oleh panitia pemilihan. Jumlah
balon yang akan dipilih oleh masyarakat Desa Lumbudolo ada empat orang, yakni :
(1) Rahim Lahara yang adalah kepala desa sebelumnya, (2) Idris Laika yang adalah
sekertaris desa, (3) Sirajuddin, (4) Suyono.

Namun, beberapa minggu setelah masuknya berkas calon Dusun lll, pada sebuah
musyawarah panitia pemilihan, muncul protes pada calon tersebut yang disebabkan
karena dua hal. Pertama, musyawarah pengajuan calon Dusun |l tidak melibatkan
Kepala Dusun. Kedua, musyawarah tersebut juga tidak melibatkan Panitia Lima. Di
balik pertanyaan-pertanyaan tersebut’sebetulnya menyimpan maksud untuk
mendepak calon Dusun |ll. Karena itu seorang peserta yang juga Anggota BPD
Tasnuddi menyatakan, bahwa dari segi proses apa yang telah dilakukan di Dusun I/
Lampo lebih demokratis karena melalui musyawarah dusun. Atas dasar itu, tidak
ada persoalan apapun dalam perekrutan Balon dari Dusun |II. ;

Proses .beri!u..ltnya adalah debat publik atas visi dan misi bakal calon. Dalam
acara yang dihadiri oleh masyarakat desa tersebut, upaya untuk menjatuhkan Balon

Dusun Ill lagi-lagi muncul. Di samping pertanyaan gencar yang diajukan oleh Ketua

BPD, Balon Dusun |l! : ?
lainnya, membutuhkan waktu yang paling lama diantara ketiga calon

: Sumber. Tasnuddin (Anggota BPD warga Lumbudolo)
sumber. Tasnuddin, Arjan dan Lamli (warga Dusun || Lumbudolo)
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Proses selanjutnya adalah tes tertulis. Dua hari kemudian dibuat musyawarah
untuk membahas berkas administrasi calon. Dalam selaksi tarsabut. selain berkas
Sirajudin yang dinyatakan batal karena ada selisih umur antara ljasah d'nn KTP bqr\zé;
Suyono pun bernasib sama karena KTP-nya telah lewat masa berlaku dua bl;l:)r] dan
riwayat hidup tidak jelas (cacat). Setelah musyawarah tersebut diumumbkan hasil
ujian tertulis. Masing-masing nilainya adalah sebagai berikut. Sembilan untuk Rahim,
delapan untuk |dris, enam untuk Sirajuddin dan yang terakhir adalah Suyono dengan
nilai empat. Menurut salah seorang tokoh pemuda, apa yang dilakukan panitia
pemilihan sungguh sangat aneh. Penolakan berkas Suyono maupun Sirajuddin dilakukan
setelah proses awal seleksi administrasi yang telah mereka ikuti. Kalau berkas mereka
cacat, harusnya ditolak sejak awal. Namun protes warga tidak diindahkan. Dengan

kegagalan ini, maka Suyono dan Sirajuddin harus mundur dari arena Pemilihan Kepala
Desa. :

Pengumuman nama calon yang akan dipilih pun terpampang. Namun anehnya
dalam pengumuman tersebut muncul kembali nama Sirajuddin yang sebelumnya telah
dinyatakan gugur dalam seleksi berkas. Setelah hal tersebut dikonfirmasikan kepada
ketua panitia® dia cuma menyatakan, bahwa nantinya calon tersebut akan digugurkan
lagi. Pada hari pemilihan, calon tersebut memang mengundurkan diri. Warga Dusun
lll curiga alasan mundurnya Sirajuddin tidak lebih dari skenario untuk menggugurkan
calon dari Dusun lll. Kecurigaan tersebut bisa jadi beralasan karena rupanya pasal |5
Perda No. |7 Tahun. 2000 mengatakan, bahwa Calon Kepala Desa yang akan dipilih
paling sedikit tiga orang. Agar tidak Eertentangan dengan Perda tersebut, maka calon
yang sudah mundur dimunculkan kembali dan pada hari pemilihan calon yang
dinyatakan gugur tersebut mengundurkan diri lagi. Dengan alasan waktu yang makin
sempit maka pemilihan tetap dilanjutkan dan dimenangkan oleh Idris Laika.

D. Protes Masyarakat

Ketimpangan proses pemilihan membuat sebagian masyarakat khususnya Dusun IlI/
Lampo menolak proses tersebut. Menurut mereka alasan pengguguran calon dari
dusunnya dibuat-buat. Karena itu, Dusun Il mengkampanyekan pemboikotan Pemilihan
Kepala Desa. Upaya itu disambut massa sehingga 250 orang warga Dusun Il dari
350 orang waijib pilih, tidak ikut memilih (total wajib pilih Desa Lumbudolo sebanyak
750 orang).”

Protes juga dilakukan oleh Calon Kepala Desa Dusun lll. Dia berkeberatan
terhadap keputusan panitia yang menurutnya sangat tidak adil. Protes dibuat dengan
menyurati panitia pemilihan sebanyak tiga kali. Inti suratnya adalah menanyakan kepada
panitia tentang beberapa hal:

6 Konfirmasi dilakukan aleh Sumali (warga Desa Lumbudolo).
7 Sumber. Lahali, Akir dan Nawir (tokoh Pemuda Desa Lumbudolo).
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|. Atas dasar apa panitia menyatakan dirinya dikatakan tidak mempuny .

yang jelas? . ’ ir
2. Mengapa dirinya dikatakan tidak berlaku adil da.n.tldak. jujur? o o
3. Alasanapayang menjadi dasar pertimbangan panitia sehingga dirinya dikategorikan
tidak setia pada Pancasila dan UUD 19457 g 1 \
4. Atas dasar apa penilaian terhadap visi dan misinya mendapat nilai lima dan ujian
tertulis mendapatkan nilai empat?

Namun sampai sekarang surat tersebut tidak pernah dijawab baik oleh Panitia
Pemilihan maupun Camat. Namun satu hal yang diyakini oleh warga Dusun ll| aqalah
Ketua BPD banyak mencampuri kebijakan Panitia Pemilihan Kepala Des?l sehingga
apapun kebijakan yang dihasilkan oleh panitia tersebut selalu harus bersesuaian dengan
kepentingan politik Ketua BPD.

Perlawanan Dusun lll tidak hanya berhenti di situ. Hingga sekarang, meskipun
sudah ada Kepala Desa yang definitif, warga Dusun lll/ Lampo tidak mengakuinya.
Konflik berkepanjangan ini membuat hubungan antara Pemerintah Desa dengan
Dusun lll menjadi tidak harmonis dan juga memicu keinginan kolektif warga
Dusun Il untuk berpemerintahan sendiri lepas dari Desa Lumbudolo.

E. Analisa Kebijakan

|. Peraturan

Contoh kasus yang dipaparkan di atas mungkin saja terjadi di kampung atau desa
lain di Sulawesi Tengah. Karena itu, penting untuk memeriksa pijakan hukum
yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Lumbudolo dan
perbandingannya dengan praktek yang dibuat oleh Panitia Pilkades.

. Dalam pasal. 2 ayat (l)huruf d, Peraturan Daerah No. |7 Tahun 2000
dikatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa

warga negara Indonesia dengan syarat berpendidikan seku
r -
dan/atau berpengetahuan yang sederajat. ang-kurangnya SLTP

i'azahKer-e.ntuan in.i dipahami oleh Panitia Pilkades bahwa calon harus memiliki
(; i a;ﬂlf.\.lmalhsetlngkat SLTR padahal pasal tersebut tidak hanya membatasi
pada ijazah yang formal tetapi juga level pengetahuan yang setingkat SLTP

i r:zc:eb:ﬁ:?:;j;‘a-tp)tzl l l.:: P:rda ini menyatakan bahwa: Calon Kepala Desa
BPD, sekbrane: g berhak untuk dipilih ditetapkan dengan keputusan

Kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
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Sementara Pr.m.ctm tetap melaksanakan pemilihan meski hanya dengan dua
calon. Ketentuan ini Sol.)otnlnyn memberi kekuatan hukum bagi warga desa
Lumbudolo untuk memprotes proses Pilkades tersebut y

. : Namun upaya itu
dianggap angin lalu oleh panitia pemilihan.

Pasal 14 Ayat (2) Perda ini juga berbunyi: Bakal calon Kepala Desa

menyampaikan visi, misi dan program kerjanya di hadapan panitia pemilihan dan
masyarakat.

" Dalam hal ini, Perda di atas tidak pernah menyebutkan, bahwa visi dan
misi calon kepala desa harus dinilai oleh Panitia maupun BPD, sebagaiman terjadi

di Lumbudolo dan penialian tersebut menjadi syarat kelulusan untuk masuk
sebagai calon final.

Berikutnya, ayat (3) Perda ini yang menyatakan adanya ujian tulis dan
wawancara tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 karena tidak
ada ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga syarat ini
mestinya dikritisi lagi, bukan dijalankan dengan ketaatan buta.

2. Politik

Sebelum terjadi konflik internal di Desa Ltimbudolo yang dipicu oleh pengguguran
Calon Kepala Desa, kerenggangan hubungan ini sudah terjadi sebelumnya. Konflik
berawal dari tidak dibuatnya Perdes Peneitiban Hewan oleh Pemerintah Desa
sebagaimana menjadi usulan Dusun lll/Lampo. Pemerintah malah mengeluarkan
kebijakan yang mengatur retribusi (pajak) hasil pertanian untuk keberlanjutan
pembangunan. Total anggaran pembangunan-desa per tahunnya sebesar kurang
lebih sepuluh juta. Namun, masyarakat yang sebagian besar menggantungkan
‘hidupnya dari hasil pertanian merasa keberatan. Alasannya, hasil pertanian mereka
seringkali gagal akibat ulah hewan ternak terutama sapi. Karena itu, masyarakat
menuntut harus ada produk hukum (Perdes) terlebih dahulu yang bisa mengatur
penertiban hewan. Dalam satu bagian dari APB-Des (Perdes) sudah ada denda
bagi pemilik hewan yang tidak menertibkan/menggembalakan ternaknya agar tidak
mengganggu lahan pertanian orang lain. Sehingga, pengaturannya yang jelas dan
terinci juga harus ada.

Akan tetapi permintaan masyarakat Dusun Ill /Lampo diabaikan oleh
Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa sendiri khususnya Ketua BPD
mempunyai banyak Sapi dan merasa kesulitan untuk menggembalakannya.
Masyarakat pun kecewa dan memilih menyelesaikan urusan tersebut dengan cara
mereka sendiri. Akibatnya, 3 ekor Sapi yang memakan dan merusak tanaman
pertanian dibantai oleh warga Dusun [Il. Ulah yang cukup brutal ini tentu saja
membuat shock Pemerintah Desa dan merugikan pemilik hewan.®

s Sumber. Atikah (seorang guru di SDN Lampo).
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F. Penutup

Contoh di atas sebetulnya menunjukkan, bahwa dari segi proses Pemilihan Kepala

Desa (Pilkades) di Desa Lumbudolo yang dilaksanakan pada.t.anggal 23. Februari
2004 bisa dikatakan cukup demokratis. Namun kepentingan pO|IFIk lokal elit tertentu
mencoreng proses tersebut menjadi sekedar tarik ulur kepentingannya yang tentu

saja mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, secara kelembagaan BPD yang sebagai wakil dari masyarakat ti.dak
cukup komunikatif dam aspiratif sehingga tidak bisa menampung apa yang menjadi
kebutuhan masyarakatnya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena beberapa"anggota
lembaga tersebut memang tidak tahu apa yang menjadi tugas dan kewajibannya,
sebagaimana telah dinyatakan panjang lebar dalam Peraturan Perundang-undangan
yang ada.

Persoalan kelembagaan tersebut semakin terlihat babak belur pada proses
Pemilihan Kepala Desa. Pengguguran Calon Kepala Desa dari Dusun [ll/Lampo yang
menurut masyarakat sangat tidak berdasar tidak saja membuat legitimasi lembaga-
lembaga Pemerintahan Desa semakin redup di mata rakyat tetapi juga membuat
jurang antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Dusun IlI/Lampo. Konflik itu itu

selanjutnya meletus menjadi “niat kolektif” agar Lampo bisa berpemeri ntahan sendiri
terlepas dari Lumbudolo.

G. Rekomenda;i

Tulisan ini bermaksud untuk mengkritisi suasana pemerintahan di Desa Lumbudolo.
Kelemahan di dalam perlu dibenahi baik dengan suatu lompatan yang besar maupun
melalui langkah yang kecil tetapi berarti. Berikut usulannya:

Perlu pengulangan Pemilihan Kepala Desa karena apapun alasannya pemilihan yang

hanya menghadirkan dua orang calon melanggar ketentuan formal dalam Pasal
|5 Perda No. |7 Tahun 2000;

Perlu ada peninjauan kembali terhadap Perda No. |7 Tahun 2000 khususnya
pasal 14 ayat (2) yang mengatur presentasi visi dan misi Calon Kepala Desa,
karena ketentuan tersebut tidak tertera dalam ketentuan yang lebih tinggi, dalam
hal ini Undang-undang No. 22 Tahun |999. Demikian halnya dengan p’asaI 14

ayat (3) yang mengatur ujian tulis dan wawancara sama sekali ti !
ali tid
Undang-undang No. 22 Tahun 1999; idak sesuai dengan

Perlu ada keberanian Dusun Ill/Lampo untuk mengatur pemerintahannya sendiri
secara otonom meskipun secara administratif tidak terlepas dari eymerintah
desa. !"laksudnya agar permasaalahan-permasalahan dusun tidak :aru selalu
sampai ke Kepala Desa. Solusi ini lebih praktis daripada bebicara soal perrsxekaran

desa yang belum tentu bisa dilaksanakan k i
erena t R
proses yang jauh panjang dan sulit; RS RRas e Rstipasalohan
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« Perlu sosialisasi dari pemerintah tentang kebijakan otonomi daerah beserta
ketentuan hukumnya;

Pemerintah harus mengkaji ulang semua produk hukum yang berhubungan dengan

desa dan pembaruaan agraria agar otonomi yang diharapkan dapat sungguh-
sungguh terwujud;

Perlu ada pendidikan kritis bagi warga desa sehingga dapat meningkatkan kapasitas
mereka untuk mampu menyelesaikan permasahannya sendiri.
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